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In recent conditions, company is not considers merely on profit, but there is strong 
argument that company must aware on its social environments. Hence, it is required that 
a company must disclose its social responsibility to the stakeholders. Corporate social 
disclosure itself is influenced by many factors. The objective of this study is to explain the 
influencing factors of corporate social responsibility. Based on the Stakeholders theory, 
the study will investigated social responsibility accounting phenomena on business 
practices. The research sites would be in PTPN- East Java consists of PTPN X, XI, and 
XII. Regressions models are used to test the formulated hypothesis. Data were collected 
by using questionnaires which were mailed to 58 top and middle managers in PTPN who 
directly or indirectly involved in the corporate social responsibility. The empirical 
finding showed that and partially Mass media pressure are significant factor to corporate 
social disclosure, meanwhile Government regulation, Community pressure, 
environmental organization pressure do not have significant effect on corporate social 
disclosure. However, simultaneously those factors significantly influence the PTPTN’s 
corporate social disclosure. 
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Pesatnya perkembangan ekonomi, industri, dan perubahan teknologi saat ini menuntut 
perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan keuntungan semata, melainkan perusahaan 
juga harus turut serta memperhatikan dengan seksama terhadap tanggung jawab sosial 
perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) (Simatupang, 2007). Rusaknya 
kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan alam dapat dipastikan akan mengganggu 
bahkan menghentikan proses produksi perusahaan, dan pada akhirnya akan 
24                                                                                                    Ekuitas Vol. 15  No. 1 Maret 2011: 23  – 39 
 
menggagalkan upaya maksimalisasi nilai keuntungan bagi para shareholders perusahaan, 
negara, dan masyarakat.  
 
Bisnis yang baik selalu mempunyai visi dan misi tertentu yang luhur dan tidak sekedar 
mencari keuntungan, akan tetapi harus dapat meningkatkan standar hidup masyarakat dan 
membuat hidup manusia lebih manusiawi melalui pemenuhan kebutuhan secara baik 
(Kurniawan, 2007). Bisnis yang hanya mencari keuntungan telah menyebabkan perilaku 
yang menjurus menghalalkan segala cara, tidak fair, dan tidak etis demi mencari 
keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan nilai-nilai manusiawi lainnya. 
 
Perkembangan CSR tersebut juga dilatarbelakangi oleh meningkatnya tekanan terhadap 
perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika Serikat dan Eropa. Tekanan yang 
berasal dari masyarakat dan pemerintah mendesak agar terjadi keseimbangan antara 
orientasi bisnis dengan kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini 
menyebabkan terjadinya pergeseran pandangan yang pada mulanya pengelolaan 
organisasi entitas bisnis didasarkan pada teori keagenan, dimana tanggung jawab 
perusahaan hanya berorientasi kepada pengelola (agent) dan pemilik (principal) 
mengalami perubahan oleh manajemen modern yang mendasarkan pandangannya pada 
stakeholder, yaitu terdapatnya perluasan tanggung jawab perusahaan dengan dasar 
pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola 
(setting) lingkungan sosial dimana perusahaan berada (Kholis dan Makshum, 2003). Oleh 
karena itu sekarang ini perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban terhadap 
pemegang saham (shareholders) saja tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak lain 
(stakeholders), yaitu konsumen, pemasok, karyawan, pemerintah, masyarakat sekitar, dan 
lingkungan. 
 
Dalam pengertiannya stakeholder merupakan kelompok ataupun individu yang dapat 
mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa stakeholder dapat mempengaruhi kelangsungan hidup (going 
concern) perusahaan (Freeman,1984). Oleh karenanya stakeholder juga berhak untuk 
mengetahui bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan, dalam hal ini adalah melalui 
pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial (corporate social disclosure) yang 
dilakukan oleh perusahaan. Melalui corporate social disclosure para pemakai laporan 
keuangan, baik shareholder maupun stakeholder akan dapat menganalisis sejauh mana 
perhatian dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan bisnis.  
 
Dalam kenyataan ada banyak variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan laporan 
pertanggungjawaban sosial perusahaan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 
Henrique dan Sadosrky (1999) dalam Mardiyah dan Widyatuti (2008) telah menguji 
variabel regulasi pemerintah, Tekanan Masyarakat, Tekanan Media Massa, dan Tekanan 
Organisasi Lingkungan pada 750 perusahaan di Kanada sebagai perwujudan persepsi 
Manajemen perusahaan terhadap stakeholder. Di Indonesia sendiri telah dilakukan 
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penelitian oleh Kholis dan Makhsum yang meneliti empat variabel tersebut secara 
empiris di Kota Medan. 
 
Penelitian ini dilakukan pada PTPN (Persero) yang berada di Jawa Timur, yaitu PTPN X, 
PTPN XI, dan PTPN XII. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dalam industri perkebunan 
dengan komoditi yang berbeda-beda, dimana PTPN X dan XI memproduksi gula, 
sedangkan PTPN XII memproduksi aneka tanaman perkebunan. Sebagaimana diketahui 
PTPN (Persero) adalah salah satu perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) yang memiliki peran ganda dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di satu sisi 
PTPN (Persero) adalah perusahaan yang bergerak sebagai agen pembangunan (agent of 
development), sedangkan di sisi lain PTPN (Persero) juga merupakan perusahaan yang 
dituntut untuk dapat terus berproduksi atau bahkan berkembang lebih besar sehingga 
mereka juga ingin mendapatkan laba.  
 
Pada tahun 2007 pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR 
melalui disahkannya UU No. 40 Pasal 74 mengenai ‘tanggungjawab sosial dan 
lingkungan perusahaan.’ BUMN telah melaksanakan program CSR sejak tahun 1989 
melalui program kemitraan usaha kecil, sedangkan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) sendiri baru mulai dilaksanakan pada tahun 1999. PKBL BUMN 
terdiri dari dua program yaitu program kemitraan dan program bina lingkungan. Program 
Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi 
tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sedangkan 
Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh 
BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dalam melaksanakan 
tugasnya PKBL berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan 
Menteri BUMN No: PER-05/MBU/2007. Selain itu terdapat aturan yang mengharuskan 
BUMN untuk menyisihkan maksimal 2% dari laba usahanya untuk dialokasikan ke dalam 
program-program kemitraan dan bina lingkungan. 
 
Akuntansi yang merupakan bagian dari dunia usaha ikut memberikan kontribusi dalam 
merespon kepedulian sosial perusahaan dengan berkembangnya akuntansi sosial 
termasuk di dalamnya pengungkapan aktivitas sosial dalam laporan keuangan tahunan 
perusahaan. Munculnya akuntansi sosial (social responsibility accounting) tidak terlepas 
dari kesadaran perusahaan terhadap adanya kepentingan lain selain untuk 
memaksimalkan laba bagi perusahaan, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban 
sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan masyarakat lokal maupun 
lingkungan alam. 
 
Berdasarkan uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah 
regulasi pemerintah, tekanan masyarakat, tekanan organisasi lingkungan, dan tekanan 
media massa mempengaruhi Corporate Social Disclosure yang dilaporkan oleh PTPN 
(Persero)? 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi manajemen atas pengaruh regulasi 
pemerintah, tekanan masyarakat, tekanan organisasi lingkungan, dan tekanan media 
massa terhadap corporate social disclosure yang dilaporkan oleh PTPN (Persero). 
 
Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) menambah wawasan kepada 
para stakeholder tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang dilakukan 
perusahaan; (2) membantu manajemen perusahaan dalam penerapan stakeholder theory, 
khususnya pengaruhnya terhadap Corporate Social Disclosure, dan; (3) Sebagai referensi 
pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini. 
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Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Corporate Social Disclosure 
Menurut Coghill (1999) dalam Mirfazli dan Nurdiono (2007) regulasi pemerintah dapat 
dipahami sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan perusahaan, sebab 
sebagai badan pembuat peraturan (Regulatory Body) pemerintah memiliki peran 
signifikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan terhadap lingkungan 
eksternalnya. Sejalan dengan Coghill (1999), Henriques dan Sadorsky (1999) seperti 
yuang dikutip oleh Mardiyah dan Widyastuti (2008) juga merekomendasikan bahwa 
Regulasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap pentingnya Tanggungjawab sosial 
perusahaan. Peran pemerintah menjadi penting karena pemerintahan juga merupakan 
Regulasi Pemerintah (X1) 
Tekanan Masyarakat (X2) 
Tekanan Organisasi 
Lingkungan (X3) 
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bagian salah satu komponen stakeholder perusahaan (Freeman,1984). Di Indonesia 
sendiri kebijakan pemerintah yang mewajibkan BUMN mengalokasikan sebagian labanya 
untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Peraturan Departemen 
kesehatan melalui Badan Pengawasan Obat dan makanan (POM) untuk menguji produk-
produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dijadikan contoh dari peran pemerintah 
sebagai stakeholder yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Berdasarkan beberapa referensi 
empiris yang diuraikan diatas maka hipotesis 1 dinyatakan: 
H1 =  Regulasi Pemerintah (Government Regulation) berpengaruh secara positif 
terhadap Corporate Social Disclosure.  
 
Pengaruh Tekanan Masyarakat terhadap Corporate Social Disclosure 
Tekanan masyarakat juga saat ini sangat memiliki peran penting bagi kelangsungan hidup 
perusahaan. Menurut Mardiyah dan Widyastuti (2008) masyarakat baik secara individu 
maupun kelompok dapat mempengaruhi arah dan kebijakan sebuah organisasi 
perusahaan. Henriques dan Sadorsky (1999) dalam Mardiyah dan Widyastuti (2008) juga 
merekomendasikan bahwa tekanan masyarakat memiliki pengaruh terhadap pentingnya 
Tanggungjawab sosial perusahaan. Peran masyarakat menjadi penting karena juga 
merupakan bagian salah satu komponen stakeholder perusahaan (Freeman,1984).  
 
Di Indonesia peran masyarakat yang diwakili oleh organisasi masyarakat seperti Majelis 
Ulama Indonesia yang mengatur tentang sertifikasi halal untuk menguji produk-produk 
yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dijadikan contoh dari peran masyarakat sebagai 
stakeholder yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Contoh kasus lain adalah seperti 
ditolaknya kegiatan PT.Inti Indorayon Utama di Porsea, Sumut  oleh masyarakat yang 
berada dilokasi perusahaan juga sebagai bukti demikian pentingnya pengaruh masyarakat 
disekitar perusahaan, dengan demikian entitas bisnis harus tetap memperhatikan entitas 
sosialnya (Kholis dan Makshum, 2003).  Berdasarkan beberapa referensi empiris yang 
diuraikan diatas maka hipotesis 2 dinyatakan sebagai berikut: 
H2 =  Tekanan Masyarakat (Community Pressure) berpengaruh secara positif terhadap 
Corporate Social Disclosure  
 
Pengaruh Tekanan Organisasi Lingkungan terhadap Corporate Social Disclosure 
Menurut Freeman (1984) dalam Kholis dan Makhsum (2003), organisasi lingkungan 
dewasa ini telah menjadi salah satu kekuatan kontrol sosial yang dapat mengawasi 
aktivitas perusahaan. Orientasi organisasi lingkungan secara umum adalah menghindari 
eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup demi kepentingan perusahaan. 
Aktivitas organisasi lingkungan dapat memobilisasi masyarakat dan opini terhadap 
aktivitas perusahaan, sehingga jika kepentingan organisasi tersebut tidak disikapi dengan 
bijaksana akan berbenturan dengan kepentingan perusahaan. 
LSM di bidang lingkungan hidup tumbuh pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. 
Kegiatan yang dilakukan oleh aktivis lingkungan hidup ini semakin kompleks dan 
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berkualitas. Mereka akan mengungkapkan sisi negatif perusahaan yang berkaitan dengan 
isu lingkungan hidup dan akan berjuang menuntut tanggung jawab atas kerusakan 
lingkungan atau dampak sosial yang ditimbulkan akibat aktivitas perusahaan. isu negatif 
akan menjadi berita menarik yang dengan sekejap menyebar ke seluruh dunia melalui 
teknologi media komunikasi yang saat ini semakin cepat, tanpa batas dan seketika 
(Anonymous, 2008).  
 
Hunt dan Auster (1990) dalam Anggraini (2006) menyatakan organisasi lingkungan 
memiliki peran sebagai wadah kontrol sosial yang fokus terhadap pembangunan 
berkelanjutan yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup. Selanjutnya 
menyoroti pentingnya dunia bisnis memperhatikan isu-isu lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam sebagai media untuk menjalankan fungsi-fungsi lingkungan yang ada 
pada perusahaan. Henriques dan Sadorsky (1999) dalam Mardiyah dan Widyastuti (2008) 
juga merekomendasikan bahwa Tekanan organisasi lingkungan memiliki pengaruh 
terhadap pentingnya Tanggungjawab sosial perusahaan. Tekanan organisasi lingkungan 
menjadi penting karena juga merupakan bagian salah satu komponen stakeholder 
perusahaan (Freeman,1984).  
 
Pada dunia Internasional dikenal organisasi lingkungan hidup Greenpeace yang sagat 
fokus terhadap isu-isu lingkungan, sedangkan keberadaan organisasi lingkungan hidup di 
Indonesia dikenal dengan organisasi LSM (Lembaga Swadaya masayakat) lingkungan 
hidup. Sebuah contoh kasus aktifitas LSM lingkungan di Indonesia adalah investigasi 
yang dilakukan oleh WALHI atas pencemaran sungai di propinsi Riau yang berasal dari 
pembuangan limbah perusahaan yang mengakibatkan ribuan ekor ikan mati dan rusaknya 
habitat dimuara sungai Temuan-temuan LSM lingkungan tersebut tentunya akan 
ditindaklanjuti oleh perusahaan sehingga perusahaan akan melihat sedemikian pentingnya 
peran organisasi lingkungan pada saat ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 
Tekanan organisasi lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 
oleh perusahaan. Berdasarkan beberapa referensi empiris yang diuraikan di atas maka 
hipotesis 3 dinyatakan: 
H3 =  Tekanan Organisasi Lingkungan (Environmental Organization Pressure) 
berpengaruh secara positif terhadap Corporate Social Disclosure  
 
Pengaruh Tekanan Media Massa terhadap Corporate Social Disclosure 
Media massa dalam lingkungan bisnis saat ini memiliki peran yang sangat dominan 
dalam membentuk opini masyarakat terhadap suatu aktivitas perusahaan. Media dapat 
menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi dan 
sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan 
(image) publik tentang aktivitas-aktivitas sosial yang dijalankan perusahaan. Freeman 
(1984) dalam Kholis dan Makhsum (2003) juga menyebutkan bahwa media dapat 
membentuk opini masyarakat terhadap perusahaan dan hal tersebut sangat berhubungan 
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erat dengan kepentingan perusahaan, sehingga media juga salah satu kelompok yang 
menjadi stakeholder.  
 
Dengan demikian, perusahaan perlu melakukan hubungan yang harmonis dengan media 
massa. Berdasarkan beberapa referensi empiris yang diuraikan di atas maka hipotesis 4 
diformulasikan: 
H4 =  Tekanan Media Massa (Mass Media Pressure) berpengaruh secara positif terhadap 
Corporate Social Disclosure.  
 
Disamping ke empat hipotesis tersebut di atas, peneliti juga ingin melihat pengaruh dari 
ke empat variable tersebut secara simultan terhadap Corporate Social Disclosure, maka 
hipotesis ke lima yang dapat diformulasikan adalah: 
H5 = Regulasi pemerintah, Tekanan masyarakat, Organisasi Lingkungan, dan Tekanan 
         media massa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap corporate social 





Model Penelitian  
Model yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 
Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 
Dimana: 
Y   = Corporate Social Disclosure  
X1   = Regulasi Pemerintah  
X2  = Tekanan Masyarakat  
X3  = Tekanan Organisasi  
X4  = Tekanan Media Massa  
β0  = Konstanta 
β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variable bebas 
e   = Error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model) 
 
Definisi Operasional Variabel 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel-variabel penelitian 
ini, maka variabel tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut: 
1. Regulasi Pemerintah 
Regulasi Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tentang 
tanggung jawab sosial perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat 
maupun daerah. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan skala Likert, dimana skor 1 s/d 5 adalah sangat tidak setuju s/d sangat 
setuju. Terdapat 4 indikator dalam variabel regulasi pemerintah, yaitu: 
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a. Tanggapan terhadap peraturan pemerintah mengenai lingkungan sosial 
perusahaan 
b. Tanggapan terhadap peraturan pemerintah mengenai pengungkapan informasi 
sosial 
c. Dukungan terhadap program-program pemerintah 
d. Kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 
2. Tekanan Masyarakat 
Tekanan Masyarakat dalam perusahaan merupakan perhatian perusahaan terhadap 
informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pengukuran yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert, dimana skor 1 s/d 5 
adalah sangat tidak setuju s/d sangat setuju dan untuk frekuensi skor 1 s/d 5 adalah 
tidak pernah s/d sangat sering. Terdapat 4 indikator dalam variabel tekanan 
masyarakat, yaitu: 
a. Tanggapan terhadap masukan-masukan dari masyarakat 
b. Dukungan terhadap kegiatan sosial-kemasyarakatan  
c. Pertanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat 
d. Frekuensi aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan ke masyarakat 
3. Tekanan Organisasi Lingkungan 
Tekanan Organisasi Lingkungan dalam perusahaan merupakan perhatian perusahaan 
terhadap aktivitas organisasi lingkungan (LSM). Pengukuran yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert, dimana skor 1 s/d 5 adalah 
sangat tidak setuju s/d sangat setuju dan untuk frekuensi skor 1 s/d 5 adalah tidak 
pernah s/d sangat sering. Terdapat 4 indikator dalam variabel tekanan organisasi 
lingkungan, yaitu: 
a. Tanggapan terhadap organisasi lingkungan 
b. Dukungan terhadap aktivitas organisasi lingkungan 
c. Sikap perusahaan terhadap masukan dari organisasi lingkungan 
d. Frekuensi perusahaan menerima audiensi organisasi lingkungan 
4. Tekanan Media Massa 
Tekanan Media Massa dalam perusahaan merupakan perhatian perusahaan terhadap 
pentingnya media massa mengetahui aktivitas perusahaan yang nantinya akan 
membentuk opini masyarakat. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan skala Likert, dimana skor 1 s/d 5 adalah sangat tidak 
setuju s/d sangat setuju dan untuk frekuensi skor 1 s/d 5 adalah tidak pernah s/d 
sangat sering. Terdapat 2 indikator dalam variabel tekanan media massa, yaitu: 
a. Tanggapan terhadap tekanan media massa atas aktivitas perusahaan. 
b. Frekuensi penggunaan media massa sebagai media publikasi.  
5. Corporate Social Disclosure (Pengungkapan informasi sosial perusahaan) 
Pengungkapan informasi sosial perusahaan ini merupakan persepsi manajemen 
tentang perlu atau tidaknya dilakukan pengungkapan atas aktivitas sosial dan 
lingkungan yang telah dilakukan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
sosial perusahaan kepada stakeholders (pemegang saham, kreditor, karyawan, 
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pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan, media massa). Pengukuran yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert, dimana 
skor 1 s/d 5 adalah sangat tidak setuju s/d sangat setuju. Terdapat 5 indikator dalam 
variabel corporate social disclosure, yaitu: 
a. Aspek-aspek pengungkapan tanggungjawab sosial 
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi diungkapkannya informasi sosial perusahaan 
c. Pengungkapan informasi sosial yang transparan 
d. Pengungkapan informasi sosial sebagai alat pertanggungjawaban 
e. Pengungkapan informasi sosial sebagai bentuk performa kinerja sosial 
perusahaan 
 
Populasi dan Sampel 
Populasi (subjek) dalam penelitian ini adalah seluruh manajemen tingkat atas atau 
manajer puncak (direktur di PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII) dan seluruh manajemen 
tingkat menengah atau manajer madya (kepala bagian atau kepala unit, dan kepala urusan 
di PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 80 
manajer. Sampel yang dipilih sebanyak 58 manajer. Teknik penarikan sampel dengan 
metode stratified random sampling. Namun setelah kuesioner dibagikan maka berdasar 
respons yang diterima dan adanya beberapa jawaban kuisener yang dinyatakan tidak 
valid, jumlah jawaban responden yang dapat diolah tingal 42. 
Pengujian Asumsi Klasik 
 
Uji  Normalitas  
Hasil dari perhitungan Kolmogorof Smirnov Test sudah menunjukkan distribusi yang 
normal pada model yang digunakan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,797 (0,797 > 
0,10) sehingga bisa dilakukan regresi dengan Model  Linear Berganda.  
 
Tabel 1 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  Regpem Tekmasy Tekorling Tekmedia CSD 
N 42 42 42 42 42 
Normal Parametersa Mean 29.0698 12.2791 21.5581 12.1395 19.3721 
Std. Deviation 3.16525 1.59352 3.66647 1.28325 2.25751 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .144 .290 .189 .340 .330 
Positive .144 .290 .113 .334 .274 
Negative -.135 -.268 -.189 -.340 -.330 
Kolmogorov-Smirnov Z .944 1.905 1.240 2.232 2.167 
Asymp. Sig. (2-tailed) .335 .001 .092 .000 .000 
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Uji Non-Heteroskedastisitas 
Uji tidak adanya heterokedastisitas adalah metode grafik yang dapat dilakukan melalui 
analisis regresi linear, di mana untuk membuat grafik scatterplot tersebut dilakukan 
dengan memplot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 
(SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 
tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu 
Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Yprediksi - 


















Uji Non-Kolinieritas Ganda (Multicolinearity) 
Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari Variance Inflation Factor 
(VIF). Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa untuk variabel (Regulasi Pemerintah, 
Tekanan Masyarakat, Tekanan Organisasi Lingkungan, dan Tekanan Media Masa) tidak 





Variabel Bebas VIF 
X1 (Regulasi Pemerintah) 1.391 
X2 ( Tekanan Masyarakat) 1.104 
X3 ( Tekanan Organisasi Lingkungan) 1.446 
X4 ( Tekanan Media Massa) 1.146 
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Analisis Data dan Interpretasi 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda. Level 
confidence pada penelitian ini adalah 95% dengan level toleransi kesalahan adalah 5%. 
Kesimpulan hasil analisis pada penelitian ini diarahkan pada nilai-p (p-value). Bila nilai-p 
lebih besar dari batas toleransi 5% berarti analisis menerima hipotesis null, tetapi bila 
nilai-p lebih kecil dari batas toleransi 5%, maka hasil analisis menolak hipotesis null.  
Hasil pengujian hipotesis (Uji-F) untuk menguji signifikansi pengaruh keempat variabel 
bebas yaitu Regulasi Pemerintah (X1), tekanan masyarakat (X2), Tekanan organisasi 
lingkungan (X3), dan Tekanan media massa (X4) secara bersama-sama terhadap variabel 
terikat, Corporate Social Disclosure (Y) di PTPN di jawa Timur terlihat pada tabel 3 di 
bawah ini. Berdasarkan nilai signifikansi F sebesar 0,015 lebih kecil dari tingkat 
signifikansi (α) 5% atau 0,05, berarti menolak hipotesis null dan menerima hipotesis 
alternative (hipotesis penelitian). Jadi hipotesis yang diajukan bahwa secara bersama-
sama variabel regulasi pemerintah (X1), tekanan masyarakat (X2), tekanan organisasi 






Model Sum of Squares Df Mean Squares F Sig. 
1 Regression 57.934 4 14.483 3.525 .015a 
 Residual 156.113 38 4.108   
 Total 214.047 42    
a. Predictors: (Constant), Tekmidia, Regpen, Tekmasy, Tekorling 
















B Std.Error Beta 
1 (Constant) 4.680 5.086  .920 .363 
 Regpem .069 .117 .097 .593 .557 
 Tekmasy .111 .206 .078 .539 .593 
 Tekorling .071 .103 .116 .694 .492 
 Tekmedia .806 .261 .458 3.090 .004 
a. Dependent Variable: CSD 
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Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Corporate Social Disclosure 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa regulasi pemerintah berpengaruh 
secara parsial terhadap corporate social disclosure tidak teruji kebenarannya. Temuan ini 
berbeda dengan pendapat Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa  perusahaan akan 
mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya. Dalam 
penelitian di bursa efek Anggraini menemukan bahwa hampir semua perusahaan 
mengungkapkan kinerja ekonominya, hal ini disebabkan oleh dikeluarkannya surat 
keputusan No. Kep-150/Men/2000 oleh Menteri Tenaga Kerja tentang penyelesaian 
pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja 
dan ganti kerugian di perusahaan. Serta dikeluarkannya PSAK No. 57 tentang kewajiban 
diestimasi, kewajiban kontinjensi dan Aktiva kontinjensi yang berlaku efektif mulai 
tanggal 1 Januari 2001. 
 
Regulasi pemerintah pada dasarnya memiliki peran yang penting untuk membuat 
perusahaan menerapkan corporate social responsibility dan pengungkapannya. Hal ini 
dikarenakan lebih banyak perusahaan yang memandang CSR sebagai mandatory daripada 
voluntary. Di Indonesia sendiri Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan 
bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
Undang-Undang tersebut juga mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan 
pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Laporan Tahunan. Undang-Undang ini sempat 
menimbulkan kontroversi karena pada awalnya mewajibkan semua perseroan untuk 
melaksanakan CSR, keberatan terutama berasal dari kalangan bisnis yang berpendapat 
bahwa pelaksanaan CSR seharusnya sukarela dan bukan kewajiban. Pada akhirnya, 
Undang-Undang tersebut hanya mewajibkan pelaksanaan CSR pada perusahaan yang 
terkait dengan sumber daya alam. Satu hal yang menarik dari Undang-Undang tersebut 
adalah diwajibkannya semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan CSR di laporan 
tahunan. Adanya pelaporan tersebut adalah merupakan pencerminan dari perlunya 
akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan kegiatan CSR, sehingga para stakeholders dapat 
menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, 
tujuan akhir yang diharapkan adalah bahwa perseroan dengan kesadaran sendiri akan 
melaksanakan kegiatan CSR. 
 
Temuan ini menjadi menarik karena PTPN sebagai BUMN sangat lekat dengan ketatnya 
peraturan pemerintah, namun hasil menunjukkan bahwa regulasi pemerintah tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap corporate social disclosure. Kondisi tersebut nampak 
dari deskripsi variabel regulasi pemerintah pada bahasan sebelumnya yang 
menyimpulkan bahwa mayoritas responden menyatakan kesetujuannya untuk merespon, 
mendukung dan melaksanakan peraturan pemerintah tentang tanggung jawab sosial 
perusahaan. Namun ternyata sejumlah 4,7% menyatakan tidak setuju akan adanya 
peraturan pemerintah yang mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi sosial 
perusahaan.  
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Pengaruh Tekanan Masyarakat terhadap Corporate Social Disclosure. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa tekanan masyarakat berpengaruh 
secara parsial terhadap corporate social disclosure tidak teruji kebenarannya. Temuan ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mardiyah dan Widyastuti pada perusahaan yang 
go public di BEJ, dimana ditemukan tidak ada pengaruh tekanan masyarakat terhadap 
tanggung jawab sosial perusahaan.  
 
Tidak seperti temuan  Besley dan Ghatak (2007) dalam Utama (2007), bahwa jika 
masyarakat secara bersama-sama memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak 
melaksanakan CSR sehingga mengurangi laba perusahaan, maka perusahaan akan 
termotivasi untuk melaksanakan CSR. Keadaan yang serupa juga dikemukakan oleh 
Haigh dan Jones (2006) dalam Utama (2007) yang mengemukakan bahwa untuk 
menghadapi persaingan, perusahaan akan melaksanakan strategi CSR jika perusahaan 
percaya bahwa jika tidak melaksanakannya akan tidak menguntungkan bagi posisi 
pasarnya. Adanya tekanan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan 
penghargaan atau sanksi bagi perusahaan yang melaksanakan atau tidak melaksanakan 
CSR dapat menjadi substitusi atas mekanisme governance yang tidak efektif, sehingga 
mendorong terciptanya akuntabilitas kegiatan CSR perusahaan. 
 
Dari temuan bahwa tidak ada pengaruh tekanan masyarakat terhadap corporate social 
disclosure, jelas bahwa program tanggung jawab sosial di Indonesia belum 
memasyarakat. Kesadaran praktik CSR di Indonesia tampaknya belum terbangun dengan 
baik. Hal ini diperkirakan  karena banyak perusahaan masih memandang CSR sebagai 
‘proyek buang-buang uang’ dari penelitian PIRAC (Public Interest Research and 
Advocacy Center) pada tahun 2003, terhadap 266 perusahaan di beberapa kota besar di 
Indonesia. Selain itu mengutip pernyataan Utama (2007) bahwa kurangnya peranan dan 
kesadaran masyarakat untuk menekan perusahaan melaksanakan dan melaporkan CSR, 
disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat di Indonesia yang relatif rendah, masih 
kurangnya pemahaman atas pentingnya pembangunan berkelanjutan, serta kurangnya 
informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan terhadap 
masyarakat. Utama (2007) menyatakan tekanan masyarakat baru akan berjalan efektif 
jika terdapat transparansi atas pelaporan CSR yang obyektif ke masyarakat. 
 
Pengaruh Tekanan Organisasi Lingkungan terhadap Corporate Social Disclosure 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa tekanan organisasi lingkungan 
berpengaruh secara parsial terhadap corporate social disclosure tidak teruji 
kebenarannya. Temuan ini dapat dijelaskan berdasarkan deskripsi variabel X3
 
 dimana 
responden tidak setuju jika LSM lingkungan melakukan investigasi terhadap program-
program sosial perusahaan. Namun demikian, responden cukup terbuka dan setuju 
menerima saran dan masukan dari organisasi lingkungan dan juga tidak segan 
mendukung program-program tentang lingkungan. 
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Kesulitan organisasi lingkungan untuk mempengaruhi program–program sosial 
perusahaan disampaikan juga oleh WWF dimana pengalaman WWF-Indonesia yang 
cukup susah untuk mencoba mempengaruhi dan mendesak perubahan perilaku industri 
pulp dan perkebunan  sawit, untuk menghormati dan tidak mengkonversi kawasan hutan 
yang bernilai konservasi tinggi (high conservation value forests/HCVF), menunjukkan 
bahwa perusahaan masih seringkali lebih mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi 
terhadap inisiatif voluntary yang ada (Ardiansyah, 2008). 
 
Hal lain yang cukup memprihatinkan adalah terdapatnya perilaku free rider (karena 
imperfect market) di antara beberapa perusahaan seperti yang ditemukan oleh Friends of 
the Earth UK. Karenanya pada awal tahun ini FoE-UK mendesak Pemerintah Inggris 
untuk mengeluarkan kebijakan untuk mengatur pasar terutama melalui the Performance 
of Companies and Government Departments (Reporting). Desakan FoE-UK ini 
didasarkan pada kenyataan bahwa klaim-klaim yang dibuat perusahaan-perusahaan 
tersebut (dalam mekanisme voluntary) sangat sulit dibuktikan bila transparansi melalui 
pelaporan yang dilakukan pihak bisnis dan industri tidak diatur dan dilakukan secara 
tepat. Bila tidak dapat diverifikasi, klaim-klaim dari perusahaan tersebut hanya akan 
menambah keuntungan citra perusahaan tanpa ada kaitannya dengan upaya perbaikan 
lingkungan di lapangan (Ardiansyah, 2008). 
 
Penelitian Hartanti (2007) dalam Utama (2007), turut memperjelas temuan ini yaitu 
bahwa perusahaan BUMN masih rendah kemauannya dalam mengungkapkan informasi 
sosialnya. Hartanti menggunakan daftar yang didasarkan pada Global Reporting Initiative 
(GRI) Guideline. Pengungkapan di bagi menjadi dua yaitu pengungkapan informasi 
lingkungan hidup dan pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup. Sampel yang 
digunakan adalah 81 perusahaan manufaktur BUMN dan terbuka yang pernah menerima 
PROPER dari kementrian lingkungan hidup. Hartanti menemukan bahwa rata-rata 
pengungkapan informasi lingkungan hidup relatif rendah, yaitu hanya 8.3 dari maksimum 
skor 30; demikian pula rata-rata pengungkapan sistem manajemen lingkungan hidup yang 
juga rendah, yaitu 2.6 dari maksimum skor 7. 
 
Pengaruh Tekanan Media Massa  terhadap Corporate Social Disclosure 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bahwa tekanan media massa berpengaruh 
secara parsial terhadap corporate social disclosure  teruji kebenarannya. Temuan ini  
berbeda dengan temuan Rizal (2007) yang melakukan analisis terhadap faktor 
pengungkapan sosial melalui media internet di Indonesia. Hasil uji secara simultan tidak 
menemukan adanya pengaruh signifikan antara karakteristik perusahaan dengan tingkat 
pengungkapan sosial melalui media di Indonesia. 
 
Sebaliknya temuan ini menguatkan pendapat  yang mengatakan bahwa pelaku bisnis dan 
dunia usaha negara maju telah menyadari pentingnya program CSR dalam mendukung 
kegiatan bisnis menaikkan citra perusahaan di masyarakat. CSR merupakan sarana 
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perusahaan yang ‘empuk’ untuk meraih reputasi baik, peningkatan reputasi dan 
memompa citra perusahaan. Citra dan perusahaan akan terbangun, terjaga dan kemudian 
bisa menciptakan perusahaan yang eksis sebagai organisasi bisnis untuk menghadapi 
persaingan. 
 
Dari empat variabel bebas yang diajukan dalam hipotesis penelitian ternyata hanya 
variabel tekanan media massa yang mempengaruhi corporate social disclosure, 
sedangkan variabel regulasi pemerintah, tekanan masyarakat dan tekanan organisasi 
lingkungan tidak teruji kebenarannya. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan mengutip 
pendapat Prisgunanto (2008) bahwa  hendaknya perlu diwaspadai bahwa pada dasarnya 
banyak perusahaan melakukan CSR bukan atas dasar kesadaran dan keikhlasan untuk 
pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Sesuai sifat dasarnya, perusahaan selalu mencari 
keuntungan. Oleh sebab itu ada preseden bahwa program CSR sering ditunggangi untuk 
satu keperluan tersebut. Pada praktiknya CSR sering menjadi medan laga perusahaan 
melakukan perang pesan produk lewat penempatan logo perusahaan yang mampu 
menimbulkan efek stimulus respon pada publik. Hal ini ditunjukkan dengan fenomena 
perusahaan lebih sibuk mengatur publikasi, sosialisasi citra dan  brand mereka, daripada 
keberlanjutan program CSR tersebut. 
 
Implikasi dan Keterbatasan Penelitian 
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan BUMN harus menata dan 
membangun “awareness” terhadap lingkungannya baik sosial maupun fisik. Kenyataan 
menunjukkan bahwa perusahaan BUMN “lebih memperhatikan” tekanan media massa 
untuk mengungkapkan tanggungjawab sosialnya dibanding dengan keharusan-keharusan 
“by regulation” baik oleh pemerintah maupun organisasi lingkungan. 
 
Penelitian ini juga masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu:  
1. Masih terdapat variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi corporate social 
disclosure yang tidak diinvestigasi dalam penelitian. 
2. Banyaknya pertanyaan yang tidak valid dalam kuesioner merupakan keterbatasan 
yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut. 
 
 
SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 
 
Simpulan 
Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis yang menyatakan regulasi pemerintah, 
tekanan masyarakat, tekanan organisasi lingkungan dan tekanan media massa 
berpengaruh secara bersama-sama terhadap corporate social disclosure teruji 
kebenarannya. Namun hasil tersebut berbeda dengan pengujian secara parsial, dimana 
hanya variabel tekanan media massa saja yang berpengaruh terhadap corporate social 
disclosure, sedangkan ke tiga variabel yang lain tidak teruji kebenarannya. Tekanan 
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media massa berpengaruh terhadap corporate social disclosure. Hal ini dibuktikan oleh 
persepsi responden, dimana sebagian besar responden berpendapat bahwa media massa 
memilki kemampuan untuk membentuk opini, membangun image (citra), dan sebagai alat 
publikasi untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. 
 
Saran 
Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Diharapkan perusahaan BUMN dalam hal ini adalah PTPN (Persero) yang ada di 
Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pemberitaan informasi tanggungjawab 
sosial perusahaan. Adapun visi pemberitaan tidak hanya sekedar untuk meningkatkan 
reputasi dan citra perusahaan saja, tetapi juga dengan tulus mengimplementasikan 
tanggungjawab sosial dalam arti sebenarnya, yaitu upaya untuk mengeliminir dampak 
negatif karena keberadaan perusahaan di masyarakat. 
b. Peneliti selanjutnya agar melakukan perbaikan terhadap kualitas pengukuran variabel 
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